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Abstrak 

Audit sektor pemerintah merupakan audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah 

dalam lingkup pemerintahan. Ada 3 jenis audit yaitu audit laporan keuangan, audit 

kinerja, dan audit PDTT(pemeriksaan dengan tujuan tertentu). Audit laporan 

keuangan merupakan proses menganalisis dan mengecek apakah laporan keuangan 

yang dibuat telah sesuai dengan aturan dan sistem yang sudah ada. Dari proses 

mengaudit ini dihasilkan suatu opini. Opini tersebut digunakan oleh pihak-pihak 

untuk melihat kesesuaian atas anggaran. Berdasarkan laporan keuangan yang 

dimiliki oleh kota Tasikmalaya dalam rentang 3 tahun terdapat opini WTP yang 

telah diterbitkan oleh BPK. BPK merupakan badan pemeriksaan keuangan yang 

dimiliki oleh Indonesia. BPK mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi tersendiri. 

Audit yang dilakukan oleh BPK merupakan audit sektor pemerintah. Salah satu 

hasil audit yang telah dikerjakan oleh BPK adalah hasil opini atas laporan keuangan 

kota Tasikmalaya. Berdasarkan pengecekan atas laporan keuangan dan aturan yang 

ada oleh penulis, benar adanya bahwa opini yang diberikan BPK telah sesuai 

dengan aturan dan kriteria yang ada. Aturan yang menjadi dasar perbandingan 

kesesuaian yaitu SA 700, SPKN No.1 tahun 2017, dan Undang-Undang No.15 

tahun 2004.  
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Abstract 

Government sector audits are audits conducted by government auditors in 

government. There are 3 types of audits, namely financial statement audits, 

performance audits, and PDTT audits (examinations with a specific purpose). A 

financial statement audit is a process of analyzing and checking whether the reports 

made are following the existing rules and systems. From this audit process, an 

opinion is generated. The opinion is used by the parties to look up the budget. Based 

on the financial reports owned by the city of Tasikmalaya for 3 years, there is an 

opinion on WTP that has been issued by the BPK. BPK is a financial audit body 

owned by Indonesia. BPK has its duties, authorities, and functions. The audit 

conducted by BPK is an audit of the government sector. One of the results of the 

audit that has been carried out by BPK is the result of an opinion on the financial 

statements of the city of Tasikmalaya. Based on the checking of the financial 

statements and existing rules by the author, it is true that the opinion given by the 

BPK is following the existing rules and criteria. Rules that form the basis for 

comparison with SA 700, SPKN No.1 tahun 2017, and Undang-Undang No.15 

tahun 2004 
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